
I 

a. bahwa Tata Cara Penghitungan, Pembagian dan 
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman 
Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Wonogiri telah 
diatur dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 
2018 ten tang Tata Cara Penghitungan, Pembagian dan 
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman 
Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun 
Anggaran 2018; 

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara Surakarta terdapat hal-hal yang 
perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07 /2017 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07 /2017 Tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI WONOGIRI, 

Menimbang 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 6 TAHUN 2018 

TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN 
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN 
DANA DESA DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2018 

NOMOR 90 TAHUN 2018 

BUPATI WONOGIRI 

PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI WONOGIRI 



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati 

Wonogiri Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara 

Perhitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa 

Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di 

Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ( Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 ); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa 

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495 ); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539 ) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5717 ); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 ten tang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
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f 

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694 ); 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 ); 

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 ten tang 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 
( Serita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 

1359 ); 
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 

ten tang Pengelolaan Tran sf er ke Dae rah dan Dana Desa 
( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
537 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
225/PMK.07 /2017 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa ( 
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1970 ); 
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 

tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap 
Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa 
Setiap Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1884 ); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 
2016 ten tang Keuangan Desa sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 15 
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Keuangan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri 
Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Wonogiri Nomor 148 ); 
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Pasal 16 

( 1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat 

menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian 

output Dana Desa kepada Bupati. 
(2) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian 

output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 
a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa tahun anggaran sebelumnya; dan 

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa sampai dengan tahap II. 

Ketentuan ayat (4) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 

6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, 

Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman 

Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Wonogiri ( Berita Daerah 

Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 6 ) diubah sebagai 

berikut: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN 

BUPATI WONOGIRI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG TATA 

CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN 

DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN 

DANA DESA DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 

2018. 

MEMUTUSKAN : 

10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Serita Daerah 

Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 20 ); 
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BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018 NOMOR 91 

JO Oktober 2018 

AERAH KABUPATEN WONOGIRI, 

Ditetapkan di Wonogiri 

pada tanggal JO Oktober 2018 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri. 

Peraturan Bupati rm mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Pasal II 

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling 

lambat tanggal 7 Pebruari 2018. 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dirnaksud 

pada ayat (2) huruf b disampaikan paling tanggal 7 Juni 

2018. 
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